
 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR 19                                                                                   TAHUN 2024 

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR      19       TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan 

Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan  

Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan 

penyesuaian dan penataan kembali; 

b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan 

sehubungan dengan penyesuaian pada belanja yang 

bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

(DBH-CHT), Penyelesaian Kewajiban Belanja Pekerjaan 

Tahun 2023, Belanja Perangkat Daerah yang bersifat wajib 

mengikat dan mendesak terkait Belanja Gaji dan Tunjangan 

Aparatur Sipil Negara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753); 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6809, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6809); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang   Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6224); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran   Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 

(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 

Nomor 1); 

 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Gubernur Nomor 1 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 7) 

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 

direncanakan sebesar Rp 6.190.473.612.389,00 (enam triliun 

seratus sembilan puluh miliar empat ratus tujuh puluh tiga 

juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus delapan puluh 

sembilan rupiah), yang bersumber dari: 

a. pendapatan asli daerah; dan 

b. pendapatan transfer. 

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud  dalam 

Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 3.087.913.804.715,00 

(tiga triliun delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga 

belas juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus lima belas 

rupiah), yang terdiri dari: 

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 

b. pendapatan transfer antar daerah. 

(2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar  

Rp 3.084.584.073.340,00 (tiga triliun delapan puluh empat 

miliar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh tiga 

ribu tiga ratus empat puluh rupiah). 

 

 



(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar  

Rp 3.329.731.375,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh 

sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus 

tujuh puluh lima rupiah). 

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan 

sebesar Rp 6.205.414.024.675,00 (enam triliun dua ratus lima 

miliar empat ratus empat belas juta dua puluh empat ribu 

enam ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri dari: 

a. belanja operasi; 

b. belanja modal; 

c. belanja tidak terduga; 

d. belanja transfer. 

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 9 

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp 4.689.439.515.072,00 

(empat triliun enam ratus delapan puluh sembilan miliar 

empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima belas 

ribu tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 

c. belanja bunga; 

d. belanja hibah; dan 

e. belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

huruf a direncanakan sebesar Rp 2.269.813.054.145,00 

(dua triliun dua ratus enam puluh sembilan miliar delapan 

ratus tiga belas juta lima puluh empat ribu seratus empat 

puluh lima rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp 2.107.348.334.199,00 

(dua triliun seratus tujuh miliar tiga ratus empat puluh 

delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus 

sembilan puluh sembilan rupiah). 

 

 

 



(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp 42.226.714.128,00 (empat puluh 

dua miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus 

empat belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah). 

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp 265.947.912.600,00 (dua ratus 

enam puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh tujuh 

juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus rupiah). 

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.103.500.000,00 

(empat miliar seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah). 

5. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal 11 diubah, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11 

( 1 ) Anggaran belanja modal  sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 huruf  b direncanakan sebesar Rp 512.601.836.136,00 

(lima ratus dua belas miliar enam ratus satu juta delapan 

ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah), 

terdiri dari: 

a. belanja modal peralatan dan mesin; 

b. belanja modal gedung dan bangunan; 

c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 

d. belanja modal aset tetap lainnya; dan 

e. belanja modal aset lainnya. 

( 2 ) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar  

Rp 191.157.446.650,00 (seratus sembilan puluh satu miliar 

seratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh 

enam ribu enam ratus lima puluh rupiah). 

( 3 ) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar  

Rp 232.962.082.029,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar 

sembilan ratus enam puluh dua juta delapan puluh dua 

ribu dua puluh sembilan rupiah). 

( 4 ) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar  

Rp 70.014.010.457,00 (tujuh puluh miliar empat belas juta 

sepuluh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah). 

( 5 ) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar  

Rp 18.048.277.000,00 (delapan belas miliar empat puluh 

delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). 

 



( 6 ) Belanja Modal Aset  Lainnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 420.020.000,00 

(empat ratus dua puluh juta dua puluh ribu rupiah). 

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp 5.717.453.867,00 

(lima miliar tujuh ratus tujuh puluh belas juta empat ratus 

lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah). 

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 16 

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran 

belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar  

Rp 14.940.412.286,00 (empat belas miliar sembilan ratus 

empat puluh juta empat ratus dua belas ribu dua ratus 

delapan puluh enam rupiah). 

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 18 

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 huruf a sebesar Rp 137.707.238.772,00 

(seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh juta dua 

ratus tiga puluh delapan ribu tujuh tarus tujuh puluh dua 

rupiah), merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

sebelumnya. 

9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 21 

Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan 

pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan yang 

mengakibatkan Surplus Rp 14.940.412.286,00 (empat belas 

miliar sembilan ratus empat puluh juta empat ratus dua belas 

ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah). 

10. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah 

sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini. 

 



Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

 

Ditetapkan di Mataram 

pada tanggal 13 Mei 2024 

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

ttd 

 

H. LALU GITA ARIADI 

 

Diundangkan di Mataram 

pada tanggal 13 Mei 2024 

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, 

 

ttd 

                           

  IBNU SALIM 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 19 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Plh. KEPALA BIRO HUKUM, 

 

 

 

YUDHA PRAWIRA DILAGA 

NIP. 19870412 201001 1 003 

 


